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 RINGKASAN 

 

 

Regulasi cukai dalam pengawasan Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal 

merupakan instrumen penting dalam menjaga penerimaan negara, melindungi industri 

rokok yang taat hukum, serta mengendalikan konsumsi hasil tembakau. Namun, 

dalam praktiknya, pengawasan terhadap rokok ilegal masih menghadapi berbagai 

permasalahan, antara lain lemahnya kepatuhan pelaku usaha, kompleksitas jalur 

distribusi, serta keterbatasan kewenangan operasional dan sumber daya aparat Bea 

dan Cukai. Selain itu, adanya disparitas harga akibat beban cukai yang tinggi 

mendorong meningkatnya peredaran rokok tanpa pita cukai atau berpita cukai palsu. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi cukai yang bersifat komprehensif, 

peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta optimalisasi fungsi 

pengawasan Bea dan Cukai guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan 

berkeadilan terhadap peredaran rokok ilegal. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang 

di konsepkan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut, 

penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library 

research) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan untuk 

mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Di sisi 

lain, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang, serta pendekatan kasus (Case Approach) dengan 

cara melakukan telaah  terhadap  kasus yang di       alami  Pada tahun 2024, Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) 

melaksanakan operasi penindakan terhadap 526 pelanggaran kepabeanan dan cukai 

di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Penindakan tersebut 

menghasilkan penyitaan 4.589.528 batang rokok ilegal serta 497,97 liter minuman 

mengandung etil alkohol ilegal, dengan nilai barang sekitar Rp6,28 miliar dan 

potensi kerugian negara Rp4,81 miliar. Seluruh barang sitaan ditetapkan sebagai 

Barang Milik Negara dan dimusnahkan. yang dilakukan dengan menelaah latar 

belakang dari isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, sumber bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

 

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai dasar hukum pengaturan dan 

penindakan di bidang cukai. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai berperan melakukan pengawasan melalui langkah preventif dan represif, 

termasuk pemeriksaan, operasi pasar, serta penegakan hukum. Pelanggaran atas 

ketentuan cukai dikenai sanksi administratif dan pidana untuk memberikan efek jera 

serta melindungi penerimaan negara. Meski demikian, pengawasan masih 

menghadapi tantangan seperti berkembangnya modus pelanggaran dan keterbatasan 



 

ix 
 

sumber daya, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi, dan 

pemanfaatan teknologi guna menekan peredaran rokok ilegal secara efektif. 

Mengenai tantangan hukum dalam regulasi cukai terkait kewenangan Bea dan Cukai 

dalam mengawasi peredaran rokok ilegal menunjukkan bahwa upaya penegakan 

hukum di bidang cukai masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks 

dan saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana 

menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, karena jumlah 

petugas yang terbatas, kurangnya peralatan penunjang, serta keterbatasan anggaran 

menyebabkan pengawasan tidak dapat mencakup seluruh wilayah rawan secara 

optimal. Di sisi lain, para pelaku peredaran rokok ilegal terus mengembangkan modus 

operandi yang semakin canggih dan sulit terdeteksi, seperti menggunakan jalur 

distribusi tersembunyi, memalsukan pita cukai, hingga memanfaatkan celah hukum 

yang ada. Kompleksitas wilayah pengawasan yang luas dan tersebar, terutama di 

daerah perbatasan, pedalaman, serta wilayah kepulauan, menambah tantangan teknis 

dan operasional bagi aparat Bea dan Cukai dalam menjangkau seluruh titik rawan 

distribusi rokok ilegal. Selain itu, minimnya koordinasi dan sinergi lintas instansi, 

baik dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian maupun pemerintah 

daerah, menyebabkan tindakan pengawasan dan penindakan menjadi tidak 

terintegrasi, tumpang tindih, dan kurang efektif. Untuk itu, diperlukan pembenahan 

menyeluruh, baik dari segi regulasi yang harus adaptif terhadap perkembangan 

kejahatan cukai, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi pengawasan, 

hingga penguatan kerja sama antarinstansi secara strategis dan berkelanjutan, guna 

menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat, efisien, dan mampu merespons 

tantangan peredaran rokok ilegal secara komprehensif. 
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ABSTRAK 

 

 

 

Fahmi. 2025. Regulasi Cukai Dalam Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap 

Peredaran Rokok Ilegal. Tesis. Program Studi Magister Hukum 

Pascasarjana  Universitas Lambung Mangkurat.  

 

Kata Kunci: Regulasi Cukai, pengawasan Bea dan Cukai, Rokok Ilegal. 

Penelitian ini mengkaji regulasi cukai dalam mendukung pengawasan Bea dan 

Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia. Meskipun regulasi cukai telah 

diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007, peredaran rokok ilegal tetap tinggi akibat 

tingginya jumlah perokok, harga rokok legal yang meningkat, serta tingginya 

permintaan masyarakat berpenghasilan rendah. Rokok ilegal beredar luas melalui 

berbagai modus seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita bekas, distribusi 

digital, hingga penyelundupan lintas wilayah, yang mengakibatkan kerugian negara 

mencapai puluhan triliun rupiah dan meningkatnya konsumsi rokok, termasuk di 

kalangan anak di bawah umur. Tantangan utama dalam pengawasan meliputi 

keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas geografis, lemahnya koordinasi 

antarinstansi, serta celah regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan modus 

kejahatan. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan regulasi dan modernisasi 

pengawasan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan 

menggunakan penelitian kepustakaan serta merupakan penelitian yang bersifat 

preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan 

dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu 

hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual yang didasarkan dari pandangan dan 

doktrin yang berkembang, serta pendekatan sejarah yang dilakukan dengan 

menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi. 

Pertama, pengawasan peredaran rokok ilegal di Indonesia didasarkan pada regulasi 

cukai dengan DJBC sebagai aktor utama. Meski telah diatur sanksi dan mekanisme 

pengawasan, pelaksanaannya menghadapi tantangan modus pelanggaran, dan 

koordinasi. Diperlukan strategi terpadu melalui peningkatan kapasitas, teknologi, 

dan partisipasi masyarakat. Kedua, tantangan hukum dalam regulasi cukai terkait 

kewenangan Bea dan Cukai mengawasi peredaran rokok ilegal. Kendala utama 

meliputi keterbatasan sumber daya, luas wilayah pengawasan, modus pelanggaran 

yang semakin kompleks, serta lemahnya  koordinasi lintas instansi, sehingga 

diperlukan pembenahan regulasi dan penguatan sinergi pengawasan. 
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ABSTRAK 

 

 

Fahmi. 2025. Excise Regulations in Customs and Excise Supervision of Illegal 

Cigarette Distribution. Thesis. Master of Law Study Program, Postgraduate 

Program, Lambung Mangkurat University. 

 

Keywords: Excise Regulation, Customs and Excise Supervision, Illegal Cigarettes. 

This study examines excise regulations in support of Customs and Excise oversight of 

the circulation of illegal cigarettes in Indonesia. Although excise regulations have 

been stipulated in Law No. 39 of 2007, the circulation of illegal cigarettes remains 

high due to the high number of smokers, the rising price of legal cigarettes, and high 

demand from low-income communities. Illegal cigarettes are widely circulated 

through various methods such as counterfeiting excise stamps, the use of used stamps, 

digital distribution, and cross-regional smuggling, resulting in state losses reaching 

tens of trillions of rupiah and increasing cigarette consumption, including among 

minors. The main challenges in supervision include limited human resources, 

geographical complexity, weak coordination between agencies, and regulatory gaps 

that are not yet adaptive to the development of crime modes. This study highlights the 

need for strengthening regulations and modernizing supervision. 

This research is a normative legal research conducted using library research and is a 

prescriptive research using a statutory approach conducted by examining all laws and 

regulations related to legal issues, accompanied by a conceptual approach based on 

developing views and doctrines, as well as a historical approach conducted by 

examining the background of the issues faced. 

First, supervision of the circulation of illegal cigarettes in Indonesia is based on excise 

regulations, with the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as the 

primary actor. Although sanctions and oversight mechanisms are established, their 

implementation faces challenges regarding violation methods and coordination. An 

integrated strategy is needed through capacity building, technology, and public 

participation. Second, legal challenges in excise regulations relate to the authority of 

Customs and Excise to oversee the circulation of illegal cigarettes. Key obstacles 

include limited resources, extensive oversight areas, increasingly complex violation 

methods, and weak inter-agency coordination, necessitating regulatory reform and 

strengthened oversight synergy. 
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